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TENTANG 

RE?ic.ANA i<ERJA Pil'tisA?fotiNAN i>AERAii 
. KABUPATEN MA.ROS TAHUN 2 0 1 5  

DENG.AN RAHMA'i' TuiiAN YANG MAHA iSA 

Menimbang 

.- 

BUPATI MAROS, 

bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang­ 
Undang Nomor 25 Tahun · 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional maka dipandang 
perlu . rnenetapkan Peraturan Bupati . tentang Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 
2015. .  

Mengingat: 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah TK�� II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i 959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); . . .  

2. Undang-Undang Nomor-·"·•28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme . (Lembaran Negara 

· Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. unaang-unaang Nomor · 11 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); · 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan 'Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran ·Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, .' Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahuri 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

-i.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)� 
7. Undang-Undang Nomor 32 -Tahun 2004 · tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara 'Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
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undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844)� 

8. · Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan · Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan . Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubH.k 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemeiilitahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 459.3); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

. .  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

15. Peraturan Pemenntah Norn.or 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
[Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2668 
Nomor 21 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang . 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran/',"-­ 
Negara Republik Indonesia Tahuri 2014 Nornor 101) ;  ;·· . . . 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman . Pengelolaan Keuangan . Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 
Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 
95/PMK07 /2010 tentang Penyelarasan Rencana 
Pembangunan Jangka _ Menengah _ Daerah . JRPJM{?} 
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN} 2010-2014; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

21 .  Peraftiran Men.ten Da.Iam Negeri Nomof 32 Talitin 2012 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pernbangunan . Daerah Tahun 
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 422); 

· 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); , 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunanan Daerah Tahun 
2015 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 470); 

24. Peraturan Daerah Provfnsi Sulawesi Seiatan Nomor 2 
Tahun 2010 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran . Daerah Provinsi 
Suiawesi Seiatan Tahun 20i0 Nomor 252); 

25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 
Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015; - 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 
· 2003 tentang Perencanaan Pembangunan · Berbasis 

Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 
2003 Nomor 39); 

21. Peraturan Daerah Kabupateri Maros Nomor o 1 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 
Nomor 01); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 
Tahun 2008 · tentang Penetapan Urusan PemerintahBn;.,� .·· 

/· 
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Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros 
· (Lembaran Daerah Kabupaten Maros · Tahun 2008 
Nomor 7); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010-2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 10); 

3 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 12). 

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ 
tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awai Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. 

M E M U T U S K A N : .  

Menetapkan: PERATURAN .BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 

2015. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Maros. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Maros. 
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. .. 

s. Reneana Pembangunan Tanunan Daerah yang selanjtitnya disebut 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan pernbangunan _�aerati untuk periode � (satu) tahun. 

6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun . 

. 8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan · bidang pendapatan, belanja dan 
periibiayaari serta asilinsi yang rnendasaririya i.irifiiK periode 1 [satii] 
tahun. 

9. Prioritas .dan Plafon Anggaran Sementara .Yarig .selanjutnya disebut 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap 
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelll;m_ 
disepakati dengan DPRD. ; · · 
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10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
· selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
· penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 

program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan APBD. 

1 1 .  Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah · 
unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola 
anggaran dan barang daerah. 

13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan 
fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Maras. 

BAB II 

. MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI RKPD 

Pasal 2 

( 1) RKPD Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun yaitu yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 

.  dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 
(2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat '(1) pasal ini 

merupakan penjabaran dari Perda RPJMD Tahun 2010-2015 yang 
memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Kerangka Arah 
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Prioritas 

· . Pembangunan Daerah, Sasaran Pembangunan Daerah pada Tahun 
2015 ,  Rencana Kerja dan Pendanaannya yang bersifat indikatif, baik 
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

(3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan 
pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan 
mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan 
daerah. 

(4) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, 
berfungsi sebagai: 
a. pedoman di dalam penyusunan Renja-SKPD; 
b. pedoman . dalam rangka penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD 
· Kabupaten Maros Tahun 2015. 

Pasal 3 

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2015 sebagaimana Pasal 2 
ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2015 untuk: 
a. menyusun Rancangan Akhir Renja-SKPD; 
b. sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA-SKPD. 

Pasal 4 

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja-SKPD 
mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok . .  

�- 

dan fungsi SKPD. 
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BAB III 

KAIDAH RKPD 

Pasal 5 

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
a. dalam . rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, 

kepala SKPD melakukan pemantauan/ pengendalian secara internal di 
SKPD masing-masing; · 

b. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan 
rencana pembangunan dari masing-masing SKPD; 

c. kepala Bappeda melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana 
pembangunan tahun sebelumnya; 

d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan 
bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang. 

' 

BAB IV 

PERUBAHAN RKPD 

Pasal 6 

( 1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan 
keadaan dalam tahun berjalan. 

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) , yaitu: 
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan 

rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/ atau; 
c. keadaan darurat dan keadaan Iuar biasa sebagaimana ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kabupaten Maros Tahun 
2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

. .  ··-- 



Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
· Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Maros. 

Ditetapkan di Maros 
Pa tanggal :r>� ;.;. or -!JJJ151 

• �- • • • • • • •  -  •• " # , • · ·  .- ••••• - • . • • . •  - , . ,  

Diundangkan di Maros 
Pada tanggal �! - or : 2Vl&J . 

SEKRETARIS DAERAH, 

� 
- Ir. H. BAHARUDDIN, MM 

Pangkat : Pembina Utama Madya 
Nip. : l 9600909 i. 98603 1 029 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR 


